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Abstract 
This thesis examines one aspect of the Customary Marriage Law, namely the procedures for 
carrying out marriages (the process of implementing marriages), among others: areca marriage, 
elopement together and elopement by force, all of which are still valid in society. In this 
research, the study uses Customary Law, Islamic Law and National Law (according to Law No. 
1 of 1974). Using Customary Law because the occurrence of that event is in indigenous peoples, 
while using Islamic Law because the Receptio theory in complexiu says that Islamic Law has 
become Customary Law, in order to know the extent to which Islamic law regulates the issue of 
marriage to marry, eloping together and eloping by force. Customary Marriage Institutions in 
Indonesia have been recognized in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the 
Republic of Indonesia Article 18 B paragraph (2) JO article 5 paragraph (1) of Law Number 48 
of 2009 concerning judicial power which confirms that judges and constitutional justices are 
obliged to examine, follow and understand the legal values and sense of justice that exists in 
society. 
 
Keyword : Elopement, Tradition/custom, Islam and National Law. 
 

Abstrak 
Tesis ini mengkaji salah satu aspek dari UU Perkawinan Adat, yaitu prosedur untuk 
melaksanakan pernikahan (proses pelaksanaan pernikahan), antara lain: pernikahan pinang, 
kawin kawin bersama dan kawin lari dengan paksa, yang semuanya masih berlaku di 
masyarakat. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan Hukum Adat, Hukum Islam dan 
Hukum Nasional (sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974). Menggunakan Hukum Adat karena 
kejadian itu terjadi di masyarakat adat, sedangkan menggunakan Hukum Islam karena teori 
Receptio di complexiu mengatakan bahwa Hukum Islam telah menjadi Hukum Adat, untuk 
mengetahui sejauh mana hukum Islam mengatur masalah pernikahan untuk menikah , kawin lari 
bersama dan kawin lari dengan paksa. Lembaga Pernikahan Adat di Indonesia telah diakui sesuai 
dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat 
(2) JO pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 
yang menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi berkewajiban untuk memeriksa, mengikuti 
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. 
 
Kata kunci: Elopement, Tradisi / adat, Islam dan Hukum Nasional. 
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I. PENDAHULUAN 

embangunan pada hakikatnya meru-

pakan bentuk perubahan yang diren-

canakan dalam masyarakat, dan da-

lam proses pembangunan itu hubungan antara 

hukum dengan masyarakat pada dasarnya ber-

sifat saling mempengaruhi. Hal ini terjadi 

karena pembangunan seringkali menimbulkan 

perubahan-perubahan yang memerlukan hu-

kum untuk mengaturnya. Namun demikian, 

dalam hal tertentu hukum dapat digunakan 

untuk mendorong terjadinya perubahan yang 

diharapkan. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa hukum mempunyai fungsi yang pen-

ting pada masyarakat. Hukum mempunyai dua 

fungsi utama, yaitu memperkuat pola ,nilai-

nilai yang telah dibangun , dan Perubahan-

perubahan yang memerlukan hukum untuk 

mengaturnya. Namun demikian, dalam hal 

tertentu hukum dapat digunakan untuk mendo-

rong terjadinya perubahan yang diharapkan. 

Hal ini memberikan gambaran bahwa hukum 

mempunyai fungsi yang penting dalam masya-

rakat yang sedang membangun.  

Berkaitan Hukum sebagai pendorong 

Lahirnya perubahan pada masa pembangunan, 

maka dapat kita lihat pada kesimpulan Semi-

nar Hukum Nasional III di Surabaya tahun 

1974 (dalam pertimbangannya) yang menyata-

kan bahwa Hukum merupakan salah satu sara-

na penting bagi pembangunan , baik sebagai 

penjamin kepastian dan ketertiban dalam pro-

ses pembangunan maupun sebagai alat untuk 

mengadakan perubahan-perubahan ke arah 

kemajuan serta membina masyarakat seperti 

yang dicita-citakan. Hal tersebut memberikan 

gambaran bahwa fungsi Hukum pada masa 

pembangunan di Indonesia diarahkan kepada 

dua dimensi , yaitu :  

(i) Hukum sebagai sarana pembaruan atau 

perubahan dalam masyarakat dan  

(ii)  Hukum untuk menciptakan kepastian dan 

ketertiban.  

Perubahan-perubahan yang sedang ber-

langsung dalam masa transisi sebagaimana 

dikemukakan di muka terjadi dalam suatu 

kondisi kehidupan masyarakat kita yang hete-

rogen atau majemuk. Kemajemukan masyara-

kat Indonesia terjadi karena berbagai sebab. 

Ada tolok ukur yang digunakan mengenai 

penyebab terjadinya kemajemukan masyarakat 

Indonesia, diantaranya terkait banyaknya suku 

bangsa, budaya dan keyakinan yang dianut 

oleh masyarakat, serta hubungan dan penga-

laman sejarah yang berbeda. Nasikum dan 

Mochamad Munir, memberikan ciri kemaje-

mukan masyarakat Indonesia dalam dua ma-

cam, yaitu horisontal dan vertikal . Kemaje-
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mukan yang bersifat horizontal terjadi karena 

perbedaan-perbedaan suku bangsa , agama, 

dan kedaerahan, sedangkan kemajemukan 

yang bersifat vertikal terjadi karena perbedaan 

lapisan-lapisan yang terjadi dalam masyarakat. 

Lebih lanjut Nasikum menggambarkan suatu 

masyarakat dikatakan majemuk apabila sistem 

nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan social 

adalah suatu sistem nilai yang bagian-bagiann-

ya adalah sedemikian rupa, sehingga hal ini 

menjadikan para anggota masyarakat kurang 

memiliki loyalitas dan homogenitas kebudaya-

an, serta kurang memahami satu sama lain 

dalam kehidupan masyarakat keseluruhan. 

Kemajemukan masyarakat tersebut mengaki-

batkan terjadinya pluralisme hukum. 

Sebelum tahun 1974 di Indonesia telah 

terjadi pluralisme dalam hukum perkawinan 

yang antara lain: 

a. Bagi orang yang beragama islam berlaku 

hukum islam yang telah diresepsi dalam 

hukum adat 

b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku 

hukum adat 

c. Bagi orang Indonesia Asli beragama Kris-

ten berlaku Ordonansi Perkawinan Indone-

sia Kristen (STB. 1933 no.74). 

d. Bagi orang Timur Asing lainnya dan War-

ga Negara Indanesia keturunan Timur A-

sing lainnya berlaku Hukum Adat mereka. 

e. Bagi orang Eropa dan Warga Negara Indo-

nesia Keturunan Eropa dan yang disama-

kan dengan mereka berlaku Kitab Undang 

Undang-Hukum Perdata.  

f. Peraturan Perkawinan Campuran berlaku 

Stb. 1898 no. 158. 

Dari hal itulah penelitian ini disajikan. 

Hal – hal yang erat berkaitan dengan adat 

sebagai akar dari budaya yang hidup di seba-

gian masyarakat Indonesia. 

Memahami dan mengerti tentang hukum 

adat adalah suatu kewajiban yang harus dila-

kukan apabila kita ingin melestarikan. Hukum 

adat yang ada pada sebagian masyarakat 

Indonesia merupakan satu kebudayaan yang 

patut dilestarikan. Salah satu unsur adat dalam 

kebudayaan adalah perkawinan. 

Perkawinan adalah suatu cara untuk 

mengembangkan keturunan yang disepakati 

secara sah menurut ketentuan yang berlaku di 

masyarakat sebagai salah satu sarana melesta-

rikan budaya. Adapun bentuk dan sistem per-

kawinan yang dianut oleh masyarakat adat 

dikenal banyak macam dan jenisnya. Pada 

penelitian ini di titik beratkan pada cara mela-
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kukan perkawinan adat yang oleh para ahli 

hukum adat dibedakan dalam 3 cara, yaitu: 

a. Kawin Pinang (Aanzoekhuwelijk) 

b. Kawin Lari Bersama (Wegloophuwelijk) 

c. Kawin Lari dengan Paksaan (Schaak-

huwelijk) 

II. KAJIAN TEORI 

A. Teori Tujuan Hukum 

1. Teori Keadilan 

Keadilan merupakan tujuan hukum yang 

paling penting. Menurut Ulpianus keadilan 

adalah kehendak yang terus menerus dan tetap 

memberikan kepada masing – masing apa 

yang menjadi haknya dengan kata lain, keadi-

lan memberikan kepada setiap orang yang 

menjadi haknya. Menurut Agus Yudha Her-

mono keadilan mengandung arti berbuat 

kebajikan. 

2. Teori Kemanfaatan 

Teori ini menyatakan bahwa tujuan 

hukum adalah semata mata untuk menciptakan 

kemanfaatan atau kebahagiaan warga masy-

arakat. Menurut Jeremy Betham, tujuan hu-

kum adalah sedapat mungkin mendatangkan 

kebahagiaan yang sebesar – besarnya terhadap 

jumlah orang yang banyak atau yang terkenal 

dengan “The Greatest Good of The Greatest 

Number. 

 

3. Teori Kepastian Hukum 

Teori ini menyatakan bahwa tujuan huku 

adalah semata – mata menciptakan kepastian 

hukum. Menurut John Austin dan Van Kan, 

arti kepastian hukum adalah adanya melegal-

kan kepastian hak dan kewajiban. Van Kan 

berpendapat, tujuan hukum adalah menjaga 

setiap kepentingan manusia agar tidak digang-

gu dan terjamin kepastiannya. Kepastian ada-

lah keadaan yang pasti, ketentuan dan kete-

tapan hukum hakiki harus pasti dan hadir. 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang 

hanya bisa dijawab secara normatif bukan 

sosiologis. 

B. Teori Berlakunya Hukum Adat 

1. Teori Resepsi 

Teori ini dikemukakan oleh Christian 

Snouck Hurgranje, menurut teori ini bahwa 

hukum islam telah diresepsi secara keseluru-

han kedalam hukum adat. 

2. Teori Receptio in Complexu 

Teori ini dikemukanan oleh Van Der 

Berg, Intinya, hukum agama (Islam) diterima 

secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar 

yang memeluk agama tersebut. Singkatnya, 

hukum adat mengikuti hukum agama yang 

dipeluk oleh masyarakat adat itu. 
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C. Kedudukan Hukum tentang Kawin Pinang, 

Kawin Lari Bersama dan Kawin Lari 

dengan Paksaan 

1. Kawin Pinang 

Menurut hukum adat maupun hukum 

islam diatur didalam aturan hukum yang jelas 

karena kawin pinang itu berasal dari hukum 

adat. Dalam hukum islam dikenal dengan 

nama khitbah, artinya proses perkawinan yang 

didahului dengan proses datangnya pihak laki 

laki kepada pihak calon mempelai perempuan 

untuk melakukan peminangan. Dalam masa 

peminangan tidak diperbolehkan bagi pihak 

lain untuk berhubungan dengan calon mem-

pelai perempuan yang sudah dalam pinangan. 

Kecuali, telah diadakan pembatalan. 

2. Kawin Lari Bersama 

a. Menurut Hukum Adat Hal ini seperti 

dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma,SH 

dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat 

hal 34 adalah sebagai berikut : 

i. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan 

dan upacara perkawinan yang diminta 

pihak gadis tidak dapat dipenuhi pihak 

bujang. 

ii. Gadis belum diizinkan orang tuanya 

untuk bersuami tetapi dikarenakan 

keadaan gadis bertindak sendiri, 

iii.  Orang tua atau keluarga gadis menolak 

lamaran pihak bujang, lalu gadis 

bertindak sendiri, 

iv. Gadis telah bertunangan dengan 

seseorang pemuda yang tidak disukai 

oleh si gadis,  

v. Gadis dan bujang telah berbuat yang 

bertentangan dengan hukum adat dan 

hukum agama (gadis sudah hamil dan 

lain). 

Sebab dan tujuan kawin lari dalam Islam 

pada hakekatnya adalah hampir sama dengan 

sebab dan tujuan dalam Hukum adat yang 

berbeda adalah segi akibatnya. Yang mana 

jika perkawinan lari itu disebabkan oleh hal 

yang dipandang tidak prinsip dalam Islam 

maka dapatlah dilangsungkan secara resmi 

dan sah. Namun jika pelarian itu disebabkan 

oleh hal yang prinsip maka perkawinan itu 

tidak memenuhi syarat dan rukunya suatu 

pernikahan maka pernikahanitu tidak bisa 

dilaksanakan dengan sah. 

3. Kawin Lari dengan Paksaan 

Menurut hukum Adat adalah suatu pro-

ses perkawinan dengan cara melarikan bujang 

atau gadis tanpa persetujuan si gadis atau si 

bujang, baik dengan akal tipu, dengan keke-

rasan atau ancaman (nekep, nungguang Lam-

pung, melegandang = Bali) dan atau si bujang 
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dan atau gadis untuk meminta kawin kepada 

orang tua gadis atau bujang (ngleboni, ngung-

gah-unggahi, nyungkemi = Banyuwangi). 

Menurut Hukum Islam pengertian ini 

tidak terdapat dalam Islam dan seperti hal 

yang telah lalu, dimana kalau tidak terdapat 

difinisi itu maka difinisi hukum Adat itulah 

yang diambil sebagai difinisi dalam hukum 

Islam. menurut hukum Adat adalah suatu pro-

ses perkawinan dengan cara melarikan bujang 

atau gadis tanpa persetujuan si gadis atau si 

bujang, baik dengan akal tipu, dengan kekera-

san atau ancaman (nekep, nungguang Lam-

pung, melegandang = Bali) dan atau si bujang 

dan atau gadis untuk meminta kawin kepada 

orang tua gadis atau bujang (ngleboni, ngung-

gah-unggahi, nyungkemi = Banyuwangi).  

Mengenai akibat yang timbul dari 

Schaakhuwelijk untuk masing - masing daerah 

ada yang sama ada yang tidak sama. Namun, 

pada intinya apabila dikehendaki oleh kedua 

pihak maka perkawinan itu dapat dilaksanakan 

dengan ketentuan masing – masing hukum 

adat yang berlaku. 

Menurut Hukum Islam yang menjadi 

sebab-sebab dalam adanya kawin lari dalam 

Islam khususnya yang dengan paksaan tidak 

jauh berbeda dengan yang menjadi sebab 

dalam hukum adat. Hal ini disebabkan oleh 

karena Islam itu adalah universal dalam arti 

berlaku untuk umum, oleh sebab itu melihat 

dimana Hukum Islam itu berlaku maka yang 

menjadi sebab menurut hukum setempat 

(daerah itu) itu pulalah yang menjadi sebab 

menurut hukum Islam. 

Adapun sebab-sebab secara khusus 

dalam Islam memang tidak ada dan Islam 

memang tidak mengatur tentang kawin lari 

dengan paksaan itu hal itu berarti Islam tidak 

memperbolehkan kawin lari dengan paksaan. 

Jangankan yang dibawa lari lagi dipaksa 

dibolehkan sedang perkawinan yang di 

dasarkan ada unsur paksaan saja maka tidak 

diperbolehkan. Kalaulah itu dilakukan maka 

akibatnya menurut hukum Islam ada dua 

yaitu: 

i. tidak bisa dinikahkan, sebab hal itu 

diketahui dari awalnya, sedang, 

ii. nikahnya rusak, batal fasach, sebab hal itu 

diketahui setelah akad nikah. 

Demikianlah sebab dan akibat 

schaakhuwelijk menurut hukum Islam. 

D. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan 

Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 

tahun 1974 dijelaskan tentang apa arti dan 

definisi dari perkawinan menurut Undang-

Undang nomor 1 tahun 1974, yang menyebut-
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kan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wa-

nita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga bahagia dan kekal ber-

dasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Adapun 

yang dimaksud dengan ikatan lahir batin ada-

lah bahwa perkawinan perkawinan itu untuk 

memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, 

sehingga pabila perkawinan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan jasmani atau lahir saja, 

seperti terpenuhinya nafkah, rumah dan segala 

perlengkapannya berarti tidak tercapai ikatan 

sebagaimana dimaksud. 

Kedudukan hukum Kawin Pinang 

menurut Undang – Undang Perkawinan diatur 

dalam pasal 13, yang berbunyi: 

PERTUNANGAN 

Pasal 13 

1) Perkawinan dapat didahului dengan 

pertunangan. 

2) Bila pertunangan itu mengakibatkan 

kehamilan, maka pihak pria diharuskan 

kawin dengan wanita itu, jika disetujui oleh 

pihak wanita. 

3) Dalam hal pertunangan dibatalkan, maka 

pihak yang bersalah dapat diwajibkan 

untuk memikul akibatnya. apabila ada 

pemberian tanda pengikat dan atau 

pengeluaran untuk persiapan perkawinan. 

Kedudukan hukum tentang kawin lari 

bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 terbatas sekitar bagaimana cara 

menyelesaikan kasus kawin lari itu. Sebab 

secara kelembagaan kawin lari itu tidaklah 

diatur dalam Undang Undang No.1 tahun 

1974. Sekalipun demikian dalam prakteknya 

dimungkinkan. 

Menurut Undang Undang no. 1 tahun 

1974 maka termasuk pula di dalamnya 

peraturan Hukum Adat dan peraturan Hukum 

Islam hal ini sangat beralasan berdasarkan isi 

pasal 2 ayat 1 : "Perkawinan adalah sah, apa-

bila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu". 

Kawin Lari dengan Paksaan menurut 

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak 

mengatur tentang caranya. Namun, memberi-

kan jalan keluar apabila dikehendaki oleh 

kedua belah pihak. 

E. Sesudah Tahun 1974 

Hukum Perkawinan Nasional disetujui 

oleh DPR pada tanggal 22 Desember 1973 dan 

pada tanggal 2 Januari 1974 ( lihat Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

1974, no.3019). Undang-Undang ini bersifat 

Unifikasi yakni satu Undang-Undang yang 

berlaku untuk semua golongan masyarakat 

secara efektif tanggal 1 oktober 1975 setelah 
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adanya aturan pelaksanaanya.Komentar ten-

tang berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 

1974 Hazairin, (alm) mengatakan bahwa 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 itu adalah 

hasil usaha yang nyata untuk menciptakan Hu-

kum Nasional yaitu Hukum yang berlaku bagi 

setiap warga negara Indonesia. Ia merupakan 

hasil legeslatif yang memberikan gambaran 

yang nyata tentang kebenaran dasar azasi 

kejiwaan dan kebudayaan Bhineka Tunggal 

Ika yang menjadi lambang negara Republik 

Indonesia selain itu juga sebagai hasil yang 

sungguh mematuhi falsafah Pancasila dan 

Undang- Undang Dasar 1945. 

Namun setelah amandemen konstitusi, 

Hukum Adat diakui sebagaimana dinyatakan 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Repu-

blik Indonesia tahun 1945 pasal 18 B ayat (2) 

yang menyatakan : Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat 

Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

dalam Undang-undang. 

Dalam memberikan tafsiran terhadap 

ketentuan tersebut Jimly Ashiddiqie menyata-

kan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini 

diberikan oleh negara : 

1) Kepada Eksistensi suatu masyarakat 

Hukum Adat beserta hak- hak tradisional 

yang dimilikinya. 

2) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi 

kesatuan- kesatuan masyarakat Hukum 

Adat. Artinya pengakuan diberikan kepada 

satu persatu dari kesatuan- kesatuan 

tersebut dan karenanya masyarakat Hukum 

Adat itu haruslah bersifat tertentu. 

3) Masyarakat Hukum Adat itu memang 

hidup (masih hidup) 

4) Dalam lingkungannya (Lebensraum) yang 

tertentu pula. Kelayakan bagi kemanusiaan 

sesuai dengan tingkat perkembangan 

keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi 

tertentu yang memang tidak layak lagi 

dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak 

mengikuti arus kemajuan peradaban hanya 

karena alasan sentimentil. 

5) Pengakuan dan penghormatan itu tidak 

boleh mengurangi makna Indonesia sebagai 

suatu negara yang berbentuk negara 

kesatuan Republik Indonesia. 

III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif, yaitu dengan menggunakan pera-

turan perundang-undangan. 
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B. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dipergunakan 

dalam suatu penelitian akan menggunakan 

beberapa pendekatan, yakni pendekatan 

peraturan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach). 

C. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum primer adalah 

peraturan perundang – undangan. Sedangkan 

sumber bahan hukum sekunder adalah studi 

kepustakaan dan studi dokumentasi, buku – 

buku hukum, jurnal yang dipublikasikan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan Hukum da-

lam penelitian tesis ini, diawali dengan studi 

kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan 

Hukum yang terkait dengan pokok permasala-

han, baik bahan Hukum primer, maupun ba-

han Hukum sekunder. Kemudian diadakan 

klasifikasi bahan Hukum yang terkait, selan-

jutnya bahan Hukum tersebut disusun secara 

sistematis untuk lebih mudah membaca dan 

mempelajarinya. Bahan Hukum yang dipero-

leh dari studi kepustakaan, kemudian dikum-

pulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan 

dipilah sesuai dengan karakter bahan Hukum 

yang diperlukan dengan karakter bahan Hu-

kum yang diperlukan, terutama yang ada 

relevansinya dengan permasalahan yang diba-

has, terutama yang ada relevansinya dengan 

permasalahan yang dibahas. 

Analisis bahan Hukum dilakukan de-

ngan terlebih dulu mengidentifikasi bahan 

Hukum yang terkumpul, kemudian dideskrip-

sikan, disistematisasikan dengan mendasarkan 

pada teori keilmuan Hukum dan konsep-kon-

sep ilmu Hukum, prinsip-prinsip atau asas-

asas Hukum. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bahwa dengan diaturnya lembaga per-

kawinan pinang, kawin lari bersama dan 

kawin lari dengan paksaan, maka terjadi kea-

dilan karena memberikan hak untuk melaksa-

nakan perkawinan yang itu merupakan hak 

bagi setiap manusia guna mengembangkan 

keturunan. sesuai dengan teori keadilan. 

Sedangkan utuk kemanfaatannya yang 

diartikan sebagai sesuatu yang berguna bagi 

manusia, maka dengan diadakannya aturan 

hukum tentang lembaga kawin pinang, kawin 

lari bersama dan kawin lari dengan paksaan 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat guna 

melestarikan budaya. Hal itu mendatangkan 

manfaat dan kebahagiaan bagi manusia pada 

khususnya dan masyarakat adat pada umum-

nya. 
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Dengan adanya kepastian kedudukan 

hukum kawin pinang, kawin lari bersama dan 

kawin lari dengan paksaan yang berasal dari 

hukum adat akan merasa sangat mantap un-

tuk melaksanakan sesuai dengan norma yang 

masih hidup dalam pergaulan di masyarakat 

adat. 

V. KESIMPULAN 

Kedudukan hukum lembaga Kawin 

Pinang, Kawin Lari Bersama dan Kawin Lari 

dengan paksaan diatur dalam Hukum Adat 

maupun Hukum Islam. Walaupun dalam 

Hukum Islam tidak mengatur proses atau 

cara Kawin Lari bersama dan Kawin Lari 

dengan paksaan, namun memberikan jalan 

keluar sampai menjadi perkawinan yang sah . 

Landasan hukum perkawinan di Indonesia 

dibagi dalam dua periode yaitu: 

1. Sebelum tahun 1974 

Kedudukan Kawin Pinang, Kawin Lari 

Bersama dan Kawin Lari dengan paksaan 

diserahkan pada Hukum Adat masing-masing 

daerah. 

2. Sesudah tahun 1974 

Kedudukan Kawin Pinang, Kawin Lari 

Bersama dan Kawin Lari dengan paksaan 

diserahkan kepada Hakim sesuai dengan nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di 

masyarakat. 
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